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Abstrak

Artikel ini dimaksudkan untuk mengetahui, implementasi kebijakan tugas Satuan Polis
Pamong Praja Proving Kalimantan Barat" dalam Penegakan Perda yang diturunkan dari skrips
penulis. Permasalahan dalam penef tian ini adalah masih’ ‘banyak Peraturan Daerah Provinsi
Kaimantan Barat yang belym dapat ditegakan secara optimal oléhr =Satuan Polis Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat Salah satunya adalah Peraturan Daerah NomorB Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah khususnya berkaitan~dengan pendaftaran/registras dan pda_poran kendaraan
bermotor dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat yang masuk ke Kalimantan,Barat. Tujuan
penelitian ipi adalah (1) umtuk mengetahui implementasi kebijakan-tugas Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan Peraturan Daerah dan (2) untuk mengetahui
faktorrffaktor penghambat dalam implementasi kebijakan terscbut. Metode penelitian®yang
d|guhakan dalam ipenelitian ini adalah® deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian
maenunjukan bahwa faktor Sumber ‘Daya Satuan Polisi Pamong Praja Provins 'Kalimantan Barat
masih kurang khususnya Sumber "Daya, Manusia ‘baik:* secara kualitas maupun kuantitas.
K omunikasi"dalam hal koordinasi antdra Satuan-Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
dengan instans terkait masih perlu diti ngkatkan Pisposisi pimpinan dalam hal komitmen yang
masih kurang untuk mengimplementasikan kebijakan tugas melaksanakan penegakan Peraturan
Daerah.-Sturktur Birokrasi Satuan Polisi Pambng Praja Provinsi Kalimantan Barat sudah cukgp
eff‘sen namun dalam mendokrak kinenrja r birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja belum
memiliki Standar Operasional Prosedur (S@D) egakan Peraturan Daerah. Dari temuan tersebut
disafankan Satpol.PP dan Instansi Terkait unituk rrbnlhgkatkan Sumber Daya Manusia baik secara
kuahtas maupun kuantitas melalui bi mbihgal{ tbk.nls' maupun pendidikan dan pelatihan guna
men|r19katkan wawasan setiap aparatur SEh”Igﬁa dapat menyelesaikan permasalahan dalam
pelaksanaan tugas khususnya dalam_menegakkan Peraturan Daerah; meningkatkan komunl kasi
dan kooxdinasi dengan dinas/badan terkait untuk melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah;
perlunya kom|tmen yang-tegas dari pimpinan untuk melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah
dan membﬂlat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Peraturan | Daerah. F

Kata Kunci : Impl ementasi Perda, Tugas Pokok Penegakan,!Penegakan Perda.
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Thisthesisisintended to determi ne%aicy mpl ementation tasks Civil Service Police Unit in
the province of West Kalimantan Regional Enforcement. The problem in this study is still alot of
West Kalimantan Provincial Regulation that can not be optimally upheld by the Civil Service
Police Unit of West Kalimantan Province is one of the Regional Regulation No. 8 of 2010 on
Local Taxes particularly with regard to enrollment / registration and reporting the number of
motor vehicles police outside the entrance to the West Kalimantan West Kalimantan. The purpose
of this study was ( 1) to determine policy implementation tasks Civil Service Police Unit in the
province of West Kalimantan Regional Regulation enforcement and ( 2 ) to mengetahuifaktor -
limiting factor in the implementation of the policy. The method used in this research is descriptive
qualitative analysis. The results showed that the factor Resources Civil Service Police Unit of
West Kalimantan Province is still lacking, especially Human Resources both in quality and
quantity. Communication in terms of coordination between the Civil Service Police Unit of West
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Kalimantan province with relevant agencies still need to be improved. Disposition of leadership in
terms of commitment is still lacking to implement the task of implementing policy enforcement
Regiona Regulation. Piling Bureaucracy Civil Service Police Unit of West Kalimantan Province
is quite efficient, but in the bureaucratic structure kinenrja mendokrak Civil Service Police Unit
has not been Standard Operating Procedure Regional Enforcement. In writing this essay
suggested to improve the Human Resources Civil Service Police Unit in West Kalimantan
Province in particular the Human Resources both in quality and quantity through technical
assistance and training and education to improve the knowledge of each apparatus so as to solve
the problems in the implementation of the task, especially in enforcing regulations area,
improving communication and coordination with agencies / ingtitutions to implement the
Regional Enforcement, the need for a firm commitment from the leadership to implement the
Regional Enforcement and cregte=Standard “@perating Procedure (SOP)  regional
Enforcement. -~ o
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PENDAHUEUAN pada Pasal 10 -dapat diketahui bahwa setiap

Satwan Polisi. Pamong Praja Provinsi
Kalimantan ~ Barat ~ mempunyai, tugas
menegakkan Peraturan Daerah  Provins
Kaimantan - Barat. Peraturan “; Daerah

wajib” pajak yang memiliki “dan/atau
menguasai kendaraan “wajib
mendaftarkan/registrasi Kendaraannya pada
instansi~yang ditunjuk di Daerah. Batas

Provinsi Kalimantan Barat yang ditétapkan ... waktu’ mendaftarkan kendaraan tersebut
aleh Pemerintah Daerah Provinsi yaitu' untuk kendaraan baruyang belum
Kalimantan® Barat bersama-sama dengan 5 pernah terdaftar, selambat-lambatnya 14
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Proving | (empat belas) hari sgjak saat kepemilikan

Kalimantan- Barat yang memuat sanksi; | dar/atau penguasaan. Bagi kendaraan yang

pléiana dan sanksi administratif yang masit hl
ber

‘Yang menjadi  permasalahan dalal'ﬁ
penuk&an ini adalah masih banyak Peraturany,
Daerah Provinss Kalimantan Barat yang
belum | apat ditegakkan oleh Satuan Polisi
PamongiPrgja Proving Kalimantan Barat
salah wtunya adalah Penegakan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentarlg Pajak
Daerah khususnya berkaitan  dengan
pendaftaran/registras dan Pelaporan
Kendaraan Bermotor dengan nomor! polisi
luar Kalimantan -Barat yang masuk ke
Pontianak. —

Banyaknya wajib pajak kendaraan
bermotor luar Kalimantan Barat yang
pindah pengoperasian dan digunakan di
Provinss Kalimantan Barat khususnya
Pontianak yang tidak melakukan
pendaftaran/registras pada instans yang
ditunjuk di daerah Provins Kalimantan
Barat sesua dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah.

Daam Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah tersebut
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l | gPemindahan  tempat

telah terdaftar di daerah lain;™ selambet-
batnya 30 (tiga puluh) hari sgak
diterbitkannya Dokumen ~ Administras

pengoperasian
kendaraan. .
Berdasarkan ketentuan ' yang

tercantum dalam Peraturan Derah Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pajak Daeraly tersebut,

- maka wajib pajak yang memilikifkendaraan

bermotor yang pindah tempat pengoperasian

mmasuk ke Provinsi Kalimantan Barat dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan
Dokumen Administrasi.Pémindahan tempat
pengoperasian=""" kendaraan wajib
mendaftarkan kendaraan tersebut ke Dinas
terkait di Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi
Satuan Polis Pamong Prgja Provins
Kalimantan Barat sebagai aparatur yang
mempunyai tugas menegakkan Peraturan
Daerah, maka seharusnya Satuan Polisi
Pamong Prgja Provins Kalimantan Barat
berdasarkan kewenangan yang dimiliki
dapat berperan aktif dalam membantu
Kepala Daerah untuk menegakkan seluruh
Peraturan Daerah Provins  Kalimantan
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Barat sehingga tugas pokok Satuan Polisi
Pamong Praja dapat dilaksanakan secara
maksimal.  Namun  kenyataan  yang
didapatkan dari Bidang  Penegakan
Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi
Pamong Prgja Provinsg Kalimantan Barat,
dari banyaknya Peraturan Daerah Provinsi
Kaimantan Barat belum semua dapat
ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Provinss Kalimantan Barat selaku aparat

yang mempunyai tugas pokok menegakkan e (

Peraturan Daerah.
Berdasarkan apa yang telah -dfural kan

tersebut  penulis merum,uskan masalah
sebagai berikut “mengapa implementasi
kebijakan tugas#pokok Satuan “Polisi

Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun*2010 tentang' Peraturan Daerah
khusushya berkaitan dengan
pendaftaran/registras dan Pelaporan
Kendaraan Bermotor dengan nomer polisi
luar Kalimantan Barat yang masuk ke . !
Pontianak betum optimal?” :

| Tujuan dari penélitian

Untuk mendeskripsikan tentang |
implementasi kebijakan tugas pokok Satuan, ! ',
Pdhs Pamong Praja Provins Kalimantan) lll
Bariet dalam Penegakkan Peraturan Daeah |
Provins Kalimantan Barat Nomor 8 Tahurf I |I
2010y tentang Pajak Daerah khususnyh
berkahan dengan pendaftaran/registrasi dan
pelaoo kendaraan bermotor _dengan
nomor polis luar Kaimantan Barat yang
masuk keiPontlanak dan-untuk mengetahui
faktor-faktdr yang menjadi_hambatan bagi
Satuan Pol"-g Pamong ,Praja Provins
Kaimantan * Barat - dalam
mengimplemmf‘asikan kebijakan ! tugas
pokok menegakkan, Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan BararNormr_&Tan
2010 tentang Pajak Daerah  khususnya
berkaitan dengan pendaftaran/registrasi dan
pelaporan kendaraan bermotor dengan
nomor polisi luar Kalimantan Barat yang
masuk ke Pontianak.

Beberapa pengertian implementasi
kebijakan menurut para ahli, antara lain :
Bardach (Agustino, 2006:54)
mengemukakan  bahwa  implementas
kebijakan sebagai “adalah cukup untuk
membuat suatu program dan kebijakan
umum yang kelihatannya bagus di atas

ini adalah g

L~
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=mKaimantan Barat,

kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya
dalam kata-kata dan slogan-slogan yang
kedengarannya mengenakkan bagi telinga
para pemimpin dan para pemilik yang
mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi
untuk melaksanakannya dalam bentuk yang
memuaskan semua orang”.

Metter dan Horn (1975) (Agustino,
2006:75) menyatakan “implementasi
kebijakan ialah tindakan-tindakan yang
dilakukan baik oleh individu-individu atau
p&ahag—pejabat atau kelompok-kelompok
pemerintal,dan atau swasta yang diarahkan
pada tercapaifya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam K keputusan kebijakan”.

Dari-definis tersebut di atas dapat
diketahui- bahwa implementasi kebijakan
menyangkut (minimal) tiga hal, yaitu (1)
adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2)
adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian
tuian dan (3) adanya hasil kegiatan.
Berdasarkan uraian ini dapat. disimpulkan
bahwa implementasi kebijakan merupakan

- suaty proses yang dinamis, dimana

pelaksana kebijakan melakukan suaty
kegiatan. Sehingga pada akhirnya akan
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengén
tu] uan atau sasaran kebijakan itusendiri. |
Implementasi kebijakan tugas Sattian
Polis Pamong Praja Provins Kalimantan

l A #Barat dalam penegakan Peraturan Daerah

mempunyai tujuan atau sasaran kehijakan
yaitu menegakan seluruh Peraturan Daerah
Provinss Kalimantan Barat yang telah
ditetapkan oleh Dewan Perwakilah Rakyat

-=Daerah Provms Kalimantan Basat bersama

dengan Pemerintah Daeraq Provinsi
termasuk  penegakan
Peraturan Daerah Nomor /8 Tahun 2010
tentang Pajak Daerahs Berikut peraturan
pelaksananya=yatl Peraturan Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor. Aktivitas atau
kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Prgja Provins Kalimantan Barat
dalam mencapai tujuan tersebut antara lain
melakukan komunikass dan koordinas
dengan dinaglinstansi  terkait dengan
Peraturan Daerah dimaksud. Dengan
demikian diharapkan dapat mencapa hasil
yaitu terlaksananya penegakan Peraturan
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Daerah Provinss Kalimantan Barat secara

efektif dan optimal.
Dalam literatur ilmu kebijakan
terdapat beberapa model implementasi

kebijakan publik yang lazim dipergunakan.
Diantaranya model implementasi kebijakan
disumbangkan dari pemikiran Edward 11l
George C. Menurut model implementasi ini,
terdapat empat faktor yang berpengaruh
terhadap keberhasilan atau kegagalan

implementasi  suatu  kebijakan (Agustlno g

2006:156), yaitu : faktor Sumber .Daya

(resource), faktor korﬁunl kasi
(communication), faktor™  disposis
(disposition)  dan #faktor  birokrasi
(bureucratic struktufe).
-~

METODE #

Penelitian .ini ! tergolong - jenis
penelitian deskriptif: Menurut Moleong

(2007:6) penelitian deskriptif bertujuan
miendeskripsikan ‘obyek yang diteliti, dengan
mengeksplorasi“fakta dan data yang'sesual -
engan sasaran atau bidang tertentusserta ——
berusaha -~ menggambarkan  sSituas  atal e
kejadian secara nyata. Penelitian ini disebut |
juga jenis-penglitian kualitatif, dikarenakan, £
mérupakan penelitian  yang temuan-) l' Il
temuannya tidak diperoleh melalui prosedur |
statistik atau bentuk hitungan Ialnnya,'f
sebaglan datanya  dapat di hltur@- E
sebagalmana data sensus, namunan
anahsusnya bersifat kualitatif. Metode yang
bisa dﬁmanfaatkan adalah wawancara,
pengamaran dan pemanfaatan dokumen.
Sedangkam prosedur analisisnyal tidak
menggunakan prosedur analisis tatistik atau
cara kuantifikas lainnya:
Hasll penehtlar‘lnya dideskripsikan 'dalam
bentuk kata-kata ymgdlwwn ke dalam teks
yang diperluas.
Langkah-langkah penelltlan adér_
tahapan yang dilalui oleh pendliti dan
selanjutnya memaparkannya secara lengkap
tahapan-tahapan yang dilaui  dalam
penelitian  tersebut. Langkah-langkah
pendlitian dalam penulisan skripsi ini
dimulai dengan melakukan studi
kepustakaan (library research), kemudian
peneliti melakukan penelitian ke lapangan
(field research) untuk memperoleh data
yang lebih konkrit, fakta dan informasi yang
diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian

b||

L~
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=Dinas

ini dilakukan ke Kantor Satuan Polisi
Pamong Prgja Proving Kalimantan Barat,
Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat dan Kantor Kepolisian
Daerah Kalimantan Barat Direktorat Lalu
Lintas Bagian Regident.

Dalam  melaksanakan  penelitian
lapangan, penulis terlebih dahulu membuat
pedoman wawancara dan observas sebagai
pedoman untuk melakukan wawancara
dengan subyek penelitian. Hasil wawancara
dan.-=qb&eervasi yang dilakukan dengan
subyek “penelitian selanjutnya dianalisis
dengan melaltiistahapan reduksi data untuk
memperoleh  hal*hal  pokok  dalam
implementasi kebijakan“tugas Satuan Polisi
Pamong ‘Pragja Provins Kalimantan Barat
menegakan Peraturan %, Daerah.
Tahap selanjutnya adalah display data
dengan membuat rangkuman dari“shasil
penelitian secara sistematis  dan tahap
tefakhir.melakukan verifikasi. data dengan
menarik kesimpulan yang telah diambil dan

- membandingkan dengan teoriyang relevan.

Penelitian ini dilakukan di Kantar
Satuan Polis Pamong Praa ; Provins
Kalimantan Barat, Kantor Dinas-Pendapatan
Deerah Provinsi Kalimantan Barat  dan

tor  Kepolisan Daerah Kalimantan
Barat Direktorat Lalu Lintas Bagian

IL J :Isiegldent Pengambilan lokasi penelitian di

Kantor Satuan Polis Pamong [Praja
Provinsi_Kalimantan Barat di Iatarbdakangl
karena Satuan Polisi Pamong Praja‘sebagal
perangkat daerah yang mempunyai tugas

- ~pokok  menegakan, Peraturap’ Daerah.

Pengambilan |okasi penelmqn di Kantor
Pendapatan  Daergh  Provins
Kalimantan Barat karena Dmas Pendapatan
Daerah Provinsi Ka_ILmantan Barat selaku
instansi,yang smempunyai tugas melakukan
pemungutan pajak. Pengambilan lokasi di
Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
Direktorat Lalu Lintas Bagian Regident
karena Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
Direktorat Lalu Lintas Bagian Regident
selaku pihak yang melakukan pendataan
administrasi pemindahan tempat
pengoperasian kendaraan.

Subyek dalam penelitian ini adalah :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provins
Kalimantan Barat; Sekretaris Satuan Polisi
Pamong Praja Provins Kalimantan Barat;
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Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong
Prgja Provinsi Kalimantan Barat; Satu orang
pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provins
Kaimantan Barat; dan Satu orang pihak
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
Direktorat Lalu Lintas Bagian Regident.
Obyek dalam penelitian ini adalah
implementasi kebijakan tugas Satuan Polisi
Pamong Pragja Provins Kalimantan Barat

dalam melaksanakan penegakan Peraturan e,

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor” 8
Tahun 2010 tentang Pa;ak “*Daerah
khususnya berkaltap-- dengan
pendaftaran/registrasi_#"dan pelaporan
kendaraan bermoter Tuar Kalimantan Barat
yang masuk ke,Ponnanak '

HASIL PENELITIAN DAN
PEMEAHA%N

Eéi(tor-faktor yang menyebabkan; Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan ...
Barat kurang efektif dalam =
ri!engimplementasikan kebijakan tugas g

pokok menegakkan Peraturan Daerah
Nomor 8.TF-ahun 2010 belum optimal

1.1, Faktor Sumber Daya j l' I|

11.1. Sumber Daya Manusia
% Implementasi kebijakan tidak akalf
berhasil tanpa adanya dukungan dariy,
sumber daya manusia yang cukup
kualitas dan kuantitasnya.  Kualitas
sumber daya manusia berkaitan dengan
keterampilan, dedikas, profesionalitas
dan lkompetens| di  bidangnya
sedangkan kuantitas berkaitan dengan
sumber a manusiaapakah ‘sudah
melingkupi ‘seluruh kelompok sasaran.
Berdasarkan, wawancara penulis
dengan Sekretaris™ “Satuan,,,, Polis
Pamong Praja Proving Kalimantan
Barat, beliau menyatakan bahwa :
“Secara umum Sumber Daya Manusia
yang ada di Satuan Polisi Pamong Pragja
Provins Kalimantan Barat masih
kurang, baik secara kuantitas maupun
kualitas dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya. Masih banyak
anggota Satuan Poliss Pamong Praja
Provinss Kalimantan Barat yang
berpendidikan SLTA/ sederajat”.
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Wawancara penulis dengan Kepala
Bidang Penegakan Perundang-
undangan Daerah Satuan Polisi Pamong
Prgja Proving Kalimantan Barat, beliau
menyatakan bahwa :

“Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah sebagai
bidang yang mempunyai tugas pokok
dan fungs antara lain menegakkan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah memiliki 2 (dua) orang kepaa

“=.Seksi dan 4 (empat) orang staf. Dengan

den‘ﬁklan masing-masing Kepala Seksi
membawahi, 2 (dua) orang staf. Stef
yang ada bel tim, semua memiliki latar
belakang  keilmuaie, Jbaik di bidang
Administrasi Negara maupun di Bidang
Hukum. ‘Secara kuantitas ‘dan kualitas
staf yang dimiliki. dirasakan, sangat

Kurang, mengingat- tugas poko‘k‘ldan
“fungss Bidang Penegakan Peraturan

Perudang-undangan * Daerah  sangat
banyak, antara lain < banyaknya
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah yang harus ditegakan.” ;

Dari hasil wawancara, dengan
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Pragia
Provins Kalimantan Barat dan Kepala
Bidang Penegakan Perundang-
Undangan Daerah Satuan Polisi
Pamong Praja Provins Kallmantan
Barat_tersebut di atas dapat d||ketahU|
bahwa | kurangnya Sumberf/ Daya
Aparatur Satuan Polis Pamgng Praja
Provinsi Kaimantan Barat baik secara
kualitas maupun kuarptltas yang
bérdampak pada yimplementas
kebijakan tugas pokok dan fungsinya
belum maksimal danelum optimal.

_Dai=hag] wawancara penulis
dengan sekretaris dan Kepala Bidang
Penegakan Perundang-undangan
Daerah Satuan Poliss Pamong Praja
Proving Kalimantan Barat tersebut
dapat diketahui bahwa Satuan Polisi
Pamong Praja Provins Kalimantan
Barat sumber daya manusia mash
kurang, baik secara kuantitas maupun
kualitas, dan staf yang ada belum
semua  memiliki  latar  belakang
keilmuan baik Administrasi Negara
maupun di bidang Hukum.
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Disamping itu Satuan Polis
Pamong Praja Provinsg Kalimantan
Barat baru memiliki 1 (satu) orang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
yang memenuhi syarat untuk dapat

melakukan penyelidikan dan
penyidikan. PPNS yang ada saat ini
secara administras  tidak  dapat
melakukan penyelidikan dan

penyidikan karena masa berlaku Kartu
Tanda Penyelidikan (KTP)
dimiliki telah habis masa berlakumya
dan tidak dilakukan pecpaﬁjangan
Keberadaan PPNS Jsmgat penting
dalam membantutigas Satuan Polisi
Pamong Prgi@a khususnya “dalam
melaksanakan  penindakan terhadap
aparatur masyarakat dan badan hukum
yang‘melanggar “Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah. Hal ini
-berdampak pada impl ementas

" kebijakan. pelaksanaan tugas: Satuan

¥
o
1

Polis PrgjaProvinsi Kalimantan'Barat.

Berdasarkan wawancara pénulis —

dengan“Kepala Satuan Polisi Pamong
Pragja Provinsi Kalimantan Barat, beliau

h menyatakan bahwa :

| “Pada Tahun Anggaran 2012 dani
\Tahun Anggaran 2013 Satuan Pofis
"Pamong Prgja Provins Kallmantarf
Barat baru melaksanakan penegakany,
tél_thadap Peraturan Daerah Nomor 3
T .un 2008 tentang Pengelolaan
g Milik Daerah, Peraturan Daerah
NomQr 5 Tahun 2007 tentang Peristiwa
Mandor sebagai «Hari  Betkabung
Daerah idan Makam ,Juang Mandor
sebagai Monumen Daerah “Provins
Kalimantan'Barat dan Peraturan Daerah
Nomor 2% Lahun 2010 tentang
Pengendalian Perdiaran: M,Lnurﬂa_n
Beralkohol di Kalimantan Barat”.

Dari hasil wawancara tersebut
diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong
Prgja Provins Kalimantan Barat belum
dapat melaksanakan tugas pokok
menegakan seluruh Peraturan Daerah
Provins Kalimantan Barat berikut
peraturan pelaksananya yaitu Peraturan
Gubernur Kalimantan Barat yang telah
ditetapkan.

Syarif Imron Rosadi
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura
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Implementasi kebijakan
pelaksanaan tugas Satuan Polisi
Pamong Praja Provins Kalimantan
Barat dalam penegakan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah khususnya berkaitan
dengan pendaftaran / registras dan
pelaporan terhadap kendaraan dengan
nomor Polis luar Kaimantan Barat
yang masuk ke Kalimantan Barat juga
dipengaruhi oleh  Sumber Daya

“ssManusia Aparat Kepolisan Daerah

Kaltmantan Barat selaku pihak yang
melakuka, pendaftaran  administrasi
kendaraan bermotor tersebut. Para
anggota Polisi yang“menangani masalah
pendaftaran/registrasi ",  kendaraan
tersebut ‘dapat’ memberikan,_ toleransi
kepada pemilik + kendaraary, untuk

J/nemperpanjang Surat Tanda "Lgpor
" Kendaraan yang telah habis masa

berlakunya. Perpanjangan.jangka waktu
Surat Tanda Lapor Kendaraan tersebut
jelas melanggar ketentuan Perundang®
undangan yang berlaku. ‘Satuan Poligl
Pamong Praja Provins " Kalimantan
Barat bersama Dinas -Pendapatan
Daerah Provins Kalimantan‘Barat ymg
akan melakukan tindakan terhadap
pemilik kendaraan / wajib pajak tidak
dapat dilaksanakan karena adanya
kebijakan lain dari Kepolisian Daerah
Kalimantan Barat tersebut. Jf
I
1.2. Sumber Non Manusia

Sumber Daya non Mantsia terdiri
atas “Sumber Daya Angggran Sumber
Daya: Fasilitas, Infomasi  dan
Kewenangan. Berdasarkan wawancara
dengan  Sekretaris#* Satuan  Polis
__Pamong.=Prgja Provinsi Kalimantan
““Barat, beliau menyatakan bahwa :
“Ketersediaan  anggaran di Satuan
Polisi Pamong Prga Provins
Kalimantan Barat belum mencukupi
untuk melaksanakan semua program
kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam

melaksanakan  tugas pokok  dan
fungsinyaa.  Namun mash dapat
digunakan  sebaik-baiknya  untuk

melaksanakan semua kegiatan yang
telah diprogramkan selama satu Tahun
Anggaran”.



PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

Berdasarkan wawancara  dengan
sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Provins Kalimantan Barat bahwa
ketersediaan anggaran belum
mencukupi untuk melaksanakan semua
program kerja Satuan Polisi Pamong
Prgja Provins Kalimantan Barat dalam
melaksanakan  tugas pokok  dan
fungsinya.

B S

Berkaitan dengan  sumber, daya
berupa fasilitas, beliau j uga mefyatakan
bahwa:

“Satuan Polisi Pa.mong Praja Provinsi
Kalimantan Bérat telah mempunyai
gedung karttor sendiri yang ‘memadai
walaupuh masih gabuing dengan Badan
Llngkungan Hidup' Daerah Provins
Kdmantan Barat yang menempati
fTanta| tiga «gedung, faslitas ‘dan
" peralatan- kantor yang cukup. bagi

-

Kewenangan Satuan  Polisi
Pamong Prgja dalam melakukan
tindakan  penertiban nonyustisial
diartikan  bahwa tindakan  yang
dilakukan Satuan Polis Pamong Praja
dalam rangka menjaga dan/atau
memulihkan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat  terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau
peraturan kepala daerah dengan cara
yang sesual dengan ketentuan peraturan

sperundang-undangan dan tidak sampai

pa‘darpr,oses peradilan.

Kewenangan Satuan  Polisi
Pamong Pra;a" melakukan  tindakan
penyelidikan yaltu-»tlndakan Satuan
Polis Pamong Praja*, yang tidak
menggunakan: upaya paksa dalam
rangka mencari data dan mformasi

fentang adanya dugaan pelanggaran

" Peraturan Dagrah dan/atau PeratUran

semua Anggota Satuan Polisi Pamong ...
PrajaProvins Kalimantan Barat untuk —

mel aksanakan
fungsinya.”

tugas pokok +dan

Sedangkan sumber daya faS|I|tasi
lpada Satuan Polis Pamong Prafa
"Provins: Kalimantan Barat yang berupé

Gedung dan peralatan Kantor cukeﬁv E

memadal untuk menunjang kinerja pada
an Poliss Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Barat

iy = =

‘Berkaitan dengan. sumber daya
berupa %informas dan kewenangan,
beliau mehyatakan bahwa:

“Informasi " merupakan hal "~ penting
dalam implementasi kebijakan
pel aksanaan tugas “Satuan.., PO|IS|

Pamong Praja Proving K alimantan
Barat. Infomasi dimaksud dapat berupa
data dari dinas’badan terkait yang
dapat menunjang pelaksanaan tugas
Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan
untuk wewenang Satuan Polisi Pamong
Prgja dapat dilihat dalam Pasal 6
Peraturan  Pemerintah  Nomor 6
Tahun 2010 tentang Satuan Polis
Pamong Praja”.

Syarif Imron Rosadi
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Kepala Daerah, antara lain mencatat;
mendokumentasi  afau<  merekam
kejadian/keadaan  serta® meminta
keterangan. Sedangkan yang dimaksud
dengan tindakan administratif adalah
tindakan berupa pemberian surht
pemberltahuan surat teguran/surat

peringatan  terhadap  pelanggaran
Peraturan Daerah dan/atau Peraturan
¥ KepalaDaerah. J

Wewenang berperan pentlng
untuk. meyakinkan dan menjamin
bahwa kebijakan yang dilakSanakan
sesuai  dengan' tujuan yadg ingin
d|capa1 Dari kewenangan yang dimiliki
tersebut Satuan Polisi Pg‘mong Praja
Provins | “Kadimantan  Barat dapat
melakukan  tindakans penyelidikan
kepada warga m_agtarakat aparatur dan

__badan.hukuriyang diduga melakukan

pelanggaran atas Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah.  Namun
dalam pelaksanaannya Satuan Polis
Pamong Pragja tidak menggunakan

wewenangnya tersebut untuk
melaksanakan tugas penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah. Ha ini  mengakibatkan

kebijakan Pemerintah Daerah yang
tertuang dalam Peraturan Daerah
Provins Kalimantan Barat Nomor 8
Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur
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Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun
2013 belum dapat dilaksanakan secara
optimal.

Dari hasil wawancara dengan
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Provins Kalimantan Barat tersebut di
atas dapat diketahui bahwa Sumber
Daya non manusia berupa anggaran,

Komunikasi dalam implementasi
kebijakan tugas Satuan Polisi Pamong
Prgja Provinsi Kalimantan Barat berupa
pengetahuan pelaksana kebijakan yaitu
anggota Satuan Polis Pamong Praja
Provins Kalimantan Barat akan tugas
pokok dan fungsinya, yaitu membantu
Kepala Daerah dalam menegakkan

fasilitas, informasi dan kewenangan Peraturan Daerah, menyelenggarakan
telah dimiliki olen Satuan Polis ketertiban umum dan ketenteraman
Pamong Prgja Provins Kalimantan e, masyarakat serta perlindungan
Barat, walaupun masih  kuraflg ~=.masyarakat.
memadai hamun masih dapal; dréunakan ®ssDalam  melaksanakan  tugas
secara maksimal ur1tuk menunjang menegak“kan Peraturan Daerah Provinsi
kelancaran impLementas kebijakan Kalimantan 'Barat khusunya pada
tugas Satuan#"Polis Pamong Praja Peraturan Dagerah Nomor 8 Tahun 2010
Provinsi Kélimantan Barat khususnya tentang Pajak Daerah Berikut peraturan
dalam Peénegakan Peraturan Daerah. pel aksananyay dibutuhkan “kemampuan
# Dalam .penulisan  skripsi ini, Aparatur Satuan Polis Pamong Praja
ipformasi yang" diperlukan  adlalah dalam memahami ‘is atau substans
#prosedur .dalam penegakan peraturan " peraturan daerah tersebut. "
4" daerah dimaksud. Informasi  tentang Berdasarkan wawancara dengah
data kendaraan bermotor dengannomar ... K_.e'pala Bidang Penegakan Perundang-
polis “ luar Kaimantan Barat wyang — undangan Daerah SatuanPolisi Pamong
! masuk “ ke Pontianak. Informasi; e Prgja Provins Kalimantan Barat, beliau

| tersebut dapat diperoleh melalui hasil

--'l menyatakan bahwa :
| pengamatan dan penelitian di lapangan; |

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Barat seharusnya dilibatkan

\ | maupun  dari pihak Kepolisian selaku [ Il

Lpihak yang melakukan pendataai:
"terhadap kendaraan- kendaraalf
tersebut Informasi ini sangat pentlr@-
b':a_gi Satuan Poliss Pamong Praja
Pravins Kalimantan Barat . dalam
meu%gambn langkah-langkah strategis
untukimenyel esai kannya.

2. Faktor WK omunikasi (Communlcatlon)

Komunikas  adalah  suatu
kegiatan L]ntuk menyampai kan ‘apayang
menjadi pémklrannya kepada ' orang
lain.  Komunikasi_ dlanggap sebagai
faktor pentlng ““Kkerena.. . dBDEL
menjembatani  antara masyarakat
dengan pemerintah dalam
melaksanakan  kebijakan, sehingga
dapat  diketahui  bahwa  apakah
pelaksanaan kebijakan berjalan dengan
efektif tanpa ada yang dirugikan.
Implementasi  kebijakan akan efektif
apabila pembuat kebijakan  dan
pelaksana kebijkan dapat mengetahui
apa yang mereka kerjakan. Hal ini
hanya dapat diperoleh melalui
komunikasi yang baik.

Syarif Imron Rosadi
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

secara aktif / ikut bersama-sama dengan
Biro Hukum Sekretariat Dagrah
Provins Kalimantan Barat dalam setiap
penyusunan produk hukum daerah
berupa Peraturan Daerah  maupun
Peraturan Kepala Daerah”. S

Dari _hasil*wawancara fersebut di
atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai
aparatur yang mempunyai tugas pokok
diantaranya melaksanakan penegakan
Peraturan Daerah Rrévinsi Kalimantan
__Barat, Satvaf” Polisi Pamong Praja
seharusnya dapat ikut secara aktif ikut
bersama-sama dengan Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat dalam penyusunan rancangan
peraturan daerah Provins Kalimantan
Barat dan Peraturan Kepala Dagerah
sehingga Satuan Poliss Pamong Praja
Provins Kalimantan Barat memahami
dan mengerti secara filosofis, sosiologis
dan yuridis dibentuknya suatu Peraturan
Daerah. Demikian pula seharusnya
Satuan Poliss Pamong Praja Provins
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Kalimantan Barat diberikan salinan
Peraturan Daerah  apabila suatu
rancangan Peraturan Daerah telah
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Namun kenyataan dilapangan, Satuan
Polisi Pamong Prga Provins
Kalimantan Barat tidak dilibatkan
dalam proses penyusunan tersebut.
Komunikasi dalam hal
implementasi  kebijakan tugas Satuan

Poliss Pamong Prgja  Provins |

Kalimantan Barat  dapat .;uga
dilaksanakan melalui _, *Kegiatan
Sosidlisas terhadap F}er&uran Daerah
Provins Kalimantan Barat Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah:dan
Peraturan_@ubernur_Kalimantan Barat
Nomor 22 Tahuns. 2013 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Pemungutan
Pajak Kendareah Bermotor dan':Bea

melakukan  proses baik nama
kendaraan bermotor tersebut.
Berdasarkan wawancara penulis
dengan Kepala Bidang Penegakan
Perundang-Undangan Satuan Polisi
Pamong Praja Provins Kalimantan
Barat, beliau menyatakan bahwa :
“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Barat belum pernah
melakukan kegiatan sosialisasi terhadap
peraturan daerah dan peraturan kepala

“sudaerah maupun kegiatan sosidisas

terfiadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Sawan Polis Pamong Praja
Provins Kahmamtan Barat. Pada Tahun
Anggaran 2014 Satuan Polisi Pamong
Prga Provins Kallmantan Barat
mempunyai’ sprogram  melaksanakan
kegiatan sosidisasi yaitu “Kegiatan

,PenyuluharVSosah%s Produk Hukum

#Balik Nama Kendaraan Bermotor " Daerah.” b
4" sesuai dengan kewenangan yang ada . 1
pada Sattian Polis Pamog Prgjadalam ...
\ rangka "= meminimalisir  terjadinya —

I pelanggaran peraturan daerah. Saah

| satu penyebab terjadinya pelanggaran | |
\ terhadap peraturan daerah adalah; | ',

4 Hasil wawancara tersebut diatas
diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong
Prgja Provinsi Kalimantan Barat tidak
pernah melakukan kegiatan sosialisad.
Sosidlisasi tentang Peraturan, Daergh

\ mlnlmnya informas  atau permgatani lll maupun sosialisasi ¢ terhadap
-permgatan yang diberikan oleh apar& | pelak&anaan tugas pokok dan fungsi
yang berwenang mengenai Iarangam-'f rll Ij Satuan Poliss Pamong Praja sangat
lerangan yang tertuang dalam peraturany, l |' 4% penting. Dengan demikian aparatur,
daerah yang berlaku secara sah. badan hukum maupun masyarakat yang

rg Kegiatan Sosialisasi dimaksudkan
agary masyarakat mengetahui  dengan
Jelasktentang maksud dan .tujuan
d|buathya Peraturan: Daerah Provinsi
Kalimantan Barat ~ Nomor 8 Tahun
2010 tehtang Pajak —~Daerah+,dan
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor *wlahun 2013 tentang
Petunjuk Pelak&anaarr ~Remungutan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor
dimaksud. Sosiadisas juga sebagai
himbauan kepada masyarakat yang
memiliki kendaraan bermotor dengan
nomor polisi luar Kalimantan Barat
yang masuk ke Pontianak agar segera
melaporkan ke Kepolisian Daerah
Kalimantan Barat dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari dan kemudian dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan agar segera

Syarif Imron Rosadi
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

ada_di Provins Kalimantan/ Barat
khususnya di lingkungan pemerintah
Provins Kalimantan Barat dapat
mengetahul “dan memahaml tugas
pokok dan fungS| Satuan PQ|IS| Pamong
Prga.: Ha. ini berqlampak pada
implementasi  kebijakan tugas Satuan
Polis  Pamong_=#Prgja  Provins
__Kalimantan™Barat dalam Penegakan
““Peraturan Daerah.

Selain itu kurangnya pemahaman
terhadap tugas pokok dan  fungs
Satuan Polis Pamong Praja sebagai
aparatur yang melaksanakan penegakan
peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagai institusi pemprakarsa terbitnya
peraturan daerah tersebut belum
mengerti dan memahami tugas pokok,
fungss dan wewenang Satuan Polisi
Pamong Praja Pemahaman tugas
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pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong
Prgja terbatas pada aparatur yang
melakukan tugas-tugas penjagaan dan
pengawalan pejabat dan orang-orang
penting semata.

Berdasarkan hal tersebut di atas
perlu dilakukan Sosialisasi terhadap
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Satuan Poliss Pamong
Prgga dan  Peraturan  Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2013_,.-.,.L.
tentang Tugas Pokok Fungsi dan,Fata .
Kerja Satuan Polisi Pamond Praja
Provinsi Kalimantan B@rat"

"

3. Faktor DISpQSISI (Dlsposmon)
D|_sposs diartikan sebagai sikap
para pelaksana untuk
mengimplementasikan kebijakan.. Agar
imﬁlementasi kebijakan dapat, befhasil
FSecara efektif, maka para implementor
4 tidak hanya harus mengetahui apa yang
mereka™“lakukan dan mempunyai

Kalimantan Barat sebagai intitusi yang
mempunyai tugas menegakan Peraturan
Daerah, Pimpinan Dinas Pendapatan
Daerah Provinsg Kalimantan Barat
sebagai institusi yang mempunyai tugas
diantaranya melakukan pemungutan
pajak serta Kepolisan Daerah
Kalimantan Barat sebagai pihak yang

melakukan  pendataan  administrasi
pemindahan tempat pengoperasian
kendaraan.

Komitmen tegas dari pimpinan
terébut sangat diperlukan  untuk
mengambils, Jangkah-langkah  strategis
dalam menyde&ajkan permasal ahan
yang . -berkaitan dengan banyaknya
kendaraan dengan nomer polisi luar
Kaimantan Barat yang smasuk ke
Provins Kalimantan Barat khususnya

JPontianak.
Berdasarkan wawancaraipenulis dengan %
denganKepala Seksi Doleansi.dan Sengketa'l
— PaJak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

kemampuan dan kemauan (komitmen) = ylinantan Barat, beliau menyatakan ¥

| untuk-mengimplementasikan kebuakan ' bahwa : 1
"h terseout. Sl | “Dinas Pendapatan Daerah+ Provinsi
Disposis atau sikap pelaksana) f = Kalimantan Barat telah mengadakan

"* akan menimbulkan hambatan-hambatan i I
-yang nyata terhadap |mplementa§ |
*kebijakan apabila personil yang adé b|l IZ
fidek melaksanakan kebijakan yangs, |'|' S
dii inginkan oleh pejabat yang lebih ates.
Ka(‘ena itu,  pengangkatan. dan !_5
pemilihan personil pelaksana kebijakan
haruslah orang-orang yang memiliki
dedikasi pada kebijakan yang telah
d|tetapkan Dengan demikian proses
implementasi kebijakan dapat
dilaksanakah secara efektif dan optimal.

Implementasi  kebijakan tugas
Satuan Polisi Pamong' Praja_Provins
Kaimantan Barat dalam penegaT(:a—n
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010
dan  Peraturan Gubernur Nomor 22
Tahun 2013 vyang berkaitan dengan
pendaftaran/registrasi  dan Pelaporan
Kendaraan Bermotor dengan nomor
polis luar Kalimantan Barat yang
masuk ke Provins Kalimantan Barat
khususnya Pontianak ~ membutuhkan
komitmen  yang tegas dari unsur
pimpinan, yaitu Pimpinan dari unsur
Satuan Poliss Pamong Praja Provins

Syarif Imron Rosadi
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

rapat  koordinasi tingkat pimpiran
bersama dengan Dinas Perhubungan,
Komunikas dan Informasi Provins
Kalimantan Barat dan Kepolisiam
Daerah Kalimantan Barat beskaitan
dengan maraknya kendaraan bermotor
dengan nomor polisi luar Kahmantan
Barat yang pindah pengoperasian ke
Provins Kalimtantan Barati'khususnya
Pontianak. Hasil rapal koordinasi
terscout ' yaitu akan Jdibuat suatu
peraturan/regulasi " yang mengatur
secara tegas bahwa-‘terhadap kendaraan

—dengarrnomor polisi luar Kalimantan

Barat yang masuk ke wilayah Provinsi
Kalimantan Barat dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan harus dilakukan proses
balik nama. Surat Keterangan Lapor
Kendaraan dan SP3 (sumbangan pihak
ketiga) dirasakan tidak cukup sebagai
dasar hukum untuk melaksanakan
proses balik nama kendaraan-kendaraan
tersebut”

Hasil wawancara tersebut dapat
diketahui bahwa regulasi/peraturan

10
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fkeﬁempatan
" kendaraan/wajib
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yang dimaksud untuk mengatur secara
tegas terhadap kendaraan dengan nomor
polis luar Kalimantan Barat yang
masuk ke wilayah Kalimantan Barat
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus
dilakukan proses balik nama sampai
dengan saat ini belum direalisasikan.
Belum adanya  regulasi/peraturan
tersebut memberikan peluang dan
kesempatan bagi pemilik
kendaraan/wajib pajak
mempunyai  kendaraan dengan namOr
polis luar  Kalimantan Barﬁ untuk
tidak segera mel akukap-pros&s balik
nama. e
Regul asifperaturan tersebut dapat
berupa Pefaturan _Daerah Provinsi
Kalimantan atau  Peraturan Gubernur
Kalimantan Barat sehingga mempunyai
kekuatan hukum®yang memaksa setiap
bagi . pemilik
pajak yang

yang._-l-"*h-._

-

mempunyai- kendaraan dengan ‘nomar ..

polis

§ dan mempunyai sanksi yang jelas dan

1

‘L tegasbagi setiap pelanggarnya.

Satuan Polis  Pamong Prajal
LProvins  Kalimantan Barat t|d‘§;
‘tiilibatkan / tidak diundang dalam rapat
koordmas untuk membahas masalah
égulas/peraturan tersebut. Satuan

si Pamong Prajatidak terkait secara
langsung dengan masalah pajak daerah
khustisnya registrasi/pendaftaran
kendar'ban bermotor _dengan ! nomor
polis “uar Kalimantan Barat yang
masuk keyProvins Kalimantan ‘Barat:
Hal  ini % disebabkan kurangnya
pemahaman “wdari  Satuan  Kerja
Perangkat Daerah ™= <lingkungan
Satuan Polis Pamong Praja Provins
Kaimantan Barat bahwa Satuan Polisi
Pamong Praja sebagai aparatur yang
mempunyai tugas salah satunya adalah
menegakkan peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah.
Faktor Struktur Birokras
(Bureucratic Strukture)

Birokrasi sebagai  pelaksana
sebuah  kebijakan  harus  dapat

mendukung kebijakan yang telah

Syarif Imron Rosadi
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

ltar Kalimantan Barat untuk —
segera ‘melakukan proses balik nama 5

'1
"Fq

,ﬁokok,
" menegakkan peraturan daerah Sattian

diputuskan secara politik dengan jalan
melakukan koordinass yang baik.
Menurut  Edward Il terdapat dua
karakteristik yang dapat mendokrak
kinerja suatu struktur birokrasi ke arah
yang lebih bak, yaitu dengan
melakukan (1) Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan (2) melaksanakan
fragmentasi.  Standar  Operasional
Prosedur menjadi pedoman bagi setiap
pelaksana kebijakan dalam bertindak

wagar dalam pelaksanaan kebijakan tidak

melénceng dari tujuan dan sasaran
kebijakansFragmentas adalah upaya
penyebaran tahgggng jawab kegiatan-
kegiatan dan " aktivitas-aktivitas
pelaksana kebijakan dlantara beberapa
unit.
Daam
fungsi

mel ak&anakan* . tugas
dan wewenangnya

Polisi Pamong “Prga Provinsi
Kalimantan Barat berpedoman pada
SOP (Standar Operasional Prosedur)
sebagaimana tercantum  dalam
Peraturan Menteri Daam. Negefi
Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Sattian Polisi
Pamong Praja. ]
Berdasarkan Pasal 1 ayat, (4)
Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 54 Tahun 2011 d| atas
disebutkan bahwa SOP Satuan/ Polisi
Pamong Praja adalah prosedur bagi
aparat Polis Pamong Prgja dalam
rangka meningkatkan kesadéran dalam
mel aksanakan tugas -menegakkan
peraturan . daerah  dalam  rangka
meningkatkan kemdaran dan ketaatan
masyarakat, aparat.seérta badan hukum

__terhadap.=perafuran daerah, peraturan

kepala daerah dan keputusan kepaa
daerah serta penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat.

SOP sehagai pedoman bagi Satuan
Polisi Pamong Praja dalam
melaksanakan tugas untuk

meningkatkan kepatuhan dan ketaatan
masyarakat terhadap peraturan daerah,
peraturan kepala daerah dan keputusan
kepala daerah serta menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.
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Maksud ditetapkannya SOP
Satuan Polis Pamong Praja adalah
sebagai pedoman bagi Satuan Polis
Pamong Praja dalan melaksanakan
tugasnya untuk meningkatkjan
kepatuhan dan ketaatan masyarakat
terhadap peraturan daerah, peraturan
kepala daerah dan keputusan kepala

daerah serta menyel enggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat. e

Tujuan dibuatnya SOP Sawan
Poliss Pamong Praja adalah " untuk
mewujudkan kaeragaman pelaksanaan
tugas Polis Pam'ong Praja_.dalam
penegakan pgr-&uran daerah;_peraturan
kepaa daerah dan _keputusan kepala
daerah ,aérta penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat.
4 Setuan'. Polis Pamong Praja
#Provins ,Kalimantan Barat belum
4 memiliki. SOP tentang penegakan
peraturan™daerah.  Oleh karéna itu ...
dalam” melaksanakan tugas penegakan —
{| peraturan daerah, berpedoman pada 5
§ SOP yang tercantum dalam Peraturan | '.|
" Menteri Dalan Negeri Nomor 54, |
"* Tahun 2011  tentang  Standar)
LOperasiondl  Prosedur  Satuan Polisi
"Pamong Prgja dan Peraturan MenterT
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010y,
tentang Ketenteraman, Ketertiban dan
Permdungan Masyarakat _Dalam
Rangka Penegakan Hak Azasi Manusia
.Daam upaya melaksanakan
penegakan peraturan daerah Provinsi
Kaimantan Barat, , Satuan Polis
Pamong "*Praa Provms Kalimantan
Barat juga® mengacu pada Kketentuan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

b||

L~

Nomor 44 Tahufi™=2010._tentang
K etenteraman, Ketertiban an
Perlindungan  Masyarakat  Dalam

Rangka Penegakan Hak Azasi Manusia.

Pasal 2 ayat (3) huruf f
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 44 Tahun 2010 tersebut di atas
disebutkan bahwa sebelum
melaksanakan tindakan hukum melal ui
penerapan hukum berupa tindakan
represif/pengambilalihan,  penyegelan
atau penyitaan secara paksa, maka akan
dilakukan proses melalui pemberian

Syarif Imron Rosadi
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali
dengan tenggang waktu peringatan
pertama selama 10 (sepuluh) hari,
peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari
dan peringatan ketiga selama 3 (tiga)
hari.

Berdasarkan wawancara penulis
dengan Kepala Satuan Polisi Pamong
Prgja Provins Kalimantan Barat, beliau
menyatakan bahwa :

Satuan Poliss Pamong Prgja

“wwProvins Kaimantan Barat maupun
Instamsi_ terkait  belum mengadakan
rapat  kegrdinasi tingkat pimpinan
mengenai Penégakan Perda Nomor 8
Tahun-2010 dan Peraturan Gubernur
Nomor 22 Tahun 2013%ang berkaitan
dengan ' -pendaftaran/registras  dan
pelaporan Kendaraan Bermotom,dengan
Nomor Polisi luar- Kalimantan “Barat

“yang masuk ke Provins Kallmaman
Barat

Dari hasil wawacara tersebuf
dapat diketahui bahwa koordinasi antar
instansi tidak berjalan ‘baik dalam
melaksanakan tugas pokok,-fungsi dan
wewenangnya menegakkan Peratuuan

~ Daerah. ]
I ;

¥

| #PENUTUP ¥

Faktor - Faktor yang menyebabkan Satuan
Polisi Pamong Praja Provins Kah;nantan
Barat dalam menglmplementas kan
kebijakan tugas pokok menegakan Peraturan

- =Dagerah.

1. Faktor Sumber Daya dalam
implementasi. kebijakan stugas pokok
Satuan “Polis Pamongy Praja Provinsi
Kalimantan Barat_dalam menegakkan

_Peraturan-Daefah Provins Kalimantan
Barat.

- Sumber DayaManusia
Implementasi kebijakan tidak akan
berhasil tanpa adanya dukungan dari
sumber daya manusia yang cukup
kualitas dan kuantitasnya. Kualitas
sumber daya manusia berkaitan
dengan keterampilan, dedikas,
profesionalitas dan kopetens di
bidangnya sedangkan kuantitas
berkaitan dengan sumber daya
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manusia apakah sudah melingkupi
seluruh kelompok sasaran.
- Sumber non manusia

Sumber daya non manusia terdiri
atas sumber daya anggaran, sumber
daya fadlitas, informas dan
kewenangan.
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Undang-Undang No,mor 12
Tahun 2008. I

. ~Pératurah Pemerintah Nomor 6 T'ahun 2010

tentang  Satuan PoLn-s: Pamong
Praa

. Peraturan Daerah Provinsi Kallmantan Barat

Nomor 8 __L’:th 2012 tentang
_Perubahan” Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2008

tentang Susunan Organisas
Pemerintah Provins Kalimantan
Barat.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Tugas Pokok, Fungs dan Tata
Kerja Satuan Polis Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat
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